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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang 

sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi 

angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort 

Kota Depok yang berjumlah 7,200 dari semua jenis pelanggaran lalu lintas di tahun 2020, “Ini 

menjadi evaluasi khususnya soal melawan arus karean kecendrungan kedisiplinan masyarakat 

kita masih rendah” Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan 

apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan 

keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi 

keselamatan bagi orang lain.1 

  Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai, satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna 

Jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana 

yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat di artikan 

sebagai suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan

 
1 https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/08/20103491/polisi-70-persen-pelanggaran-lalu-

lintas-di-depok-terjadi-pada-jam-sibuk Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB (Vitorio 

Mantalean). 

 

 

https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/08/20103491/polisi-70-persen-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-terjadi-pada-jam-sibuk
https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/08/20103491/polisi-70-persen-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-terjadi-pada-jam-sibuk
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hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Penjelasan tersebut dapat 

di tarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang 

terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, yang di mana 

akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, 

baik hilangnya nyawa maupun luka-luka. “Rata-rata pelanggaran itu kami temukan di Peak 

Hour (puncak jam sibuk) di pagi hari antara pukul 06.00-08.00. Jumlah pelanggarannya sekitar 

70 persen.”2 

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan 

lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau 

mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara 

memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan 

lainnya, selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, 

terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu 

sendiri. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang 

belum siap mental. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan 

baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya 

dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling 

menghormati pada saat berkendara3.  

 
2 Ibid  
3https://www.satlantaspolresmetrodepok.com/berita/read/berita-lalu-lintas/76/ini-dua-titik-rawan-

pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-quot-ini-dua-titik-

rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-quot Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB (Vitorio 

Mantalean). 

https://www.satlantaspolresmetrodepok.com/berita/read/berita-lalu-lintas/76/ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-quot-ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-quot
https://www.satlantaspolresmetrodepok.com/berita/read/berita-lalu-lintas/76/ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-quot-ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-quot
https://www.satlantaspolresmetrodepok.com/berita/read/berita-lalu-lintas/76/ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-quot-ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-quot
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Alasan penulis menuliskan jenis pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara 

berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Kota Depok adalah: 

- Pelanggaran melawan arus adalah pelanggaran yang sering dilakukan para 

pengendara sepeda motor di area Kota Depok dan sekitarnya, karena itu para 

pelanggar sering diingatkan oleh Polantas untuk mematuhi peraturan dan sering 

melihat arus jalan agar tidak terjadi melawan arus. 

- Pelanggaran Marka Jalan adalah pelanggaran yang sering dilakukan para 

pengendara sepeda motor, pelanggaran ini menjadi urutan kedua setelah melawan 

arus. Faktor kesadaran dan ingin cepat sampai tujuan sebagai alasan para 

pengendara sepeda motor melakukan ini.  

- Pelanggaran tidak memakai helm adalah pelanggaran yang sering juga dilakukan 

pengendara sepeda motor, pelanggaran ini termasuk urutan ketiga yang sering 

dilakukan para pengendara, mereka ingin tidak repot dalam berkendara dalam jarak 

dekat maupun jauh dan juga melewati jalur pemeriksaan.  

Pembinanan ldan lpenegakan ldisiplin lberlalu llintas ldi ljalan, lmemerlukan lsuatu laturan 

lhukum lyang ltegas, lserta lmampu lmencangkup lseluruh lpenegakan lpelanggaran lyang lterjadi, 

lagar lpelanggaran ltersebut ldapat lditindak lsecara ltegas lserta ldapat ldi lupayakan lpencegahan 

lsebelum lterjadinya lpelanggaran ltersebut. lPada lumumnya lpermasalahan lpelanggaran llalu 

llintas lsering ldi lalami loleh lsetiap ldaerah ldi lIndonesia, lhal ltersebut ldapat ldi lbuktikan ldengan 

ladanya lindikasi langka lkecelakan llalu llintas lyang lsering lmeningkat ldi lsetiap ltahunya. 

lPerkembangan ltransportasi llalu llintas lmengalami lpeningkatan lyang lsangat lpesat, ldimana 

lkeadaan ltersebut lmerupakan lwujud lperkembangan lteknologi lyang lsemakin lmodern 

Perkembangan ltransportasi llalu llintas lyang lsemakin lmaju ltersebut ldapat lmemberikan 

ldampak lyang lbersifat lpositif lmaupun ldampak lyang lbersifat lnegatif. lSemuanya ltergantung 
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lpada lmasing-masing lindividu ldalam lmenerapkanya. lFaktor lpenyebab ltimbulnya 

lpermasalahan ldalam llalu llintas ladalah lmanusia lsebagai laktor lutama lyang lmemakai ljalan, 

ljumlah lkendaraan, lkeadaan lkendaraan, ldan ljuga lkondisi lrambu-rambu llalu llintas, lmerupakan 

lfaktor lpenyebab ltimbulnya lkecelakaan ldan lpelanggaran lberlalu llintas. 

Meningkatnya ljumlah lkorban ldalam lsuatu lkecelakaan lmerupakan lsuatu lhal lyang ltidak 

ldiinginkan loleh lsemua lpihak, lbaik lpihak lpengemudi lkendaraan ldalam lkecelakaan lmaupun 

lkorban, lmengingat lbetapa lsangat lberharganya lkeselamatan lseseorang lterutama lnyawa. lSudah 

lseharusnya lseseorang lyang lmengakibatkan lkecelakaan ltersebut, lharus 

lmempertanggungjawabkan lperbuatannya. lHal ltersebut ldilakukan ldengan lharapan lpelaku 

lmendapatkan lefek ljera lagar ltidak lmengulangi lperbuatanya, lserta llebih lberhati-hati ldalam 

lberkendaraan llalu llintas. lKecelakaan llalu llintas lyang lsebagaimana lpenulis luraikan ldiatas ljuga 

lsering lterjadi ldi lKota lDepok, loleh lkarena litu lpenulis ltertarik luntuk lmelakukan lpenelitian 

ldengan ljudul: l“Bentuk-Bentuk lPelanggaran lLalu lLintas ldan lUpaya-Upaya lPenanggulanganya 

loleh lKepolisian l(Studi lKasus lDi lPolres lDepok)”4 

Mengingat lpentingnya lketertiban llalu llintas ldemi lkelancaran ldan lkeselamatan lpara 

lpengguna ljalan lpada lumumnya, lMaka lperlu ldiupayakan ltumbuhnya lsemangat luntuk lmenaati 

lperaturan, lsemangat luntuk lmenjaga lketertiban ldan lmenghormati lhak lorang llain ldalam ldalam 

lberlalu llintas. lSelain litu, ldengan llangkah-langkah lpenegakan lhukum loleh lPolri ldiharapkan 

lakan ltercipta lkeadaan ltertib lhukum ldi lbidang llalu llintas ldan langkutan ljalan lraya lsehingga 

lberbagai lpelanggaran llalu llintas ldapat lditekan ljumlahnya lseminimal lmungkin.5 

Tindak lPelanggaran llalu llintas lterjadi ldikarenakan lketidakpedulian lpengendara 

lkendaraan lbermotor lterhadap ldiri lsendiri ldan lorang llain. lDimana lpelanggaran lyang lbiasa 

 
4 lIbid l 
5 lIbid l 
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ldilihat lseperti ltidak lmenggunakan lhelm, lmelanggar lrambu-rambu llalu llintas, lmelawan larus, 

ldan llain lsebagainya.6 

Pada lpenelitian lini, lpeneliti lmemfokuskan lpada lpelanggar llalu llintas lyang ldilakukan 

lsebagai lpengguna ljalan ldi lJalan lMargonda lRaya, ldimana lbanyak lpengguna ljalan lterutama 

lsepeda lmotor lyang lmelakukan lpelanggaran llalu llintas lberupa lmelawan larus. lTindakan 

lmelawan larus ltentunya lsangat lmembahayakan ldiri lsendiri ldan ljuga lpengguna ljalan llainnya, 

ltentunya lsikap ldan lperilaku lini lsudah lsangat lmembahayakan ldisebabkan lada ldampak lyang 

lakan lditimbulkan7. 

Peneliti lperhatikan lpada lbeberapa ltitik ljalan lMargonda lRaya lsetiap lharinya lbanyak 

lterjadi lpelanggaran llalu llintas lmelawan larus lseperti lpemutaran larah lsesudah lJalan lArif 

lRahman lHakim, lserta ldi lJalan lKampung lLio larah lBeji ldan ljuga ldi lJalan lJuanda. 

 

Untuk ljelasnya ltitik llalu llintas lmelawan larus lyang lpaling lbanyak lditemui lsepanjang 

ljalan lMargonda lRaya lsebagai lberikut: 

Tabel l1.1 lPemutaran lLampu lMerah ldan lRuas lLalu lLintas 

No. Nama lJalan Arah-Tujuan 

1 Jalan lCepat lMargonda lRaya Pondok lCina l– lStasiun lUI 

2 Lampu lMerah lJalan lJuanda l Jalan lCimanggis 

Sumber: lOlahan lLapangan l2020/2021 l l l 

 
6 lIbid l 
7 lArikunto, lSuharsimi. lProsedur lPenelitian l“Suatu lPendekatan lPraktik”, l(Jakarta: lRineka lCipta, 

l2010) 
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Perilaku lpengguna ljalan lsuka lmelawan larus llalu llintas lsangat lmembahayakan. 

lPerilaku lpengguna ljalan lyang lmembahayakan ldiri lsendiri ldan ljuga lorang llain. lDi lmana lpada 

lruas ljalan lMargonda lRaya lKota lDepok lsangat lbanyak lterjadi laktivitas lmelawan larus 

lsebagaimana ldigambarkan lpada ltabel ldiatas. lHal lini lmemperlihatkan lketidakpatuhan 

lpengguna ljalan ldalam lberlalu llintas. 

Dari l2 ltitik llokasi lyang lpeneliti lamati, lsemuanya lmemiliki ltujuan lyang lberbeda. lDi 

lmana lpada ltitk lputaran lJalan lCepat lMargonda lRaya lsering lkali lterjadi ltindakan lmelawan larus 

ldari larah lPondok lCina lmenuju lStasiun lUI. lSedangkan lpada ltitik lputaran llampu lmerah lJalan 

lJuanda, lTindakan lmelawan larus ldari larah lJuanda lmenuju lJalan lCimanggis luntuk 

lmempercepat lsampai lke lrumah, lmenuju lJalan lraya lBogor. lDengan ljelasnya lbahwa lperbuatan 

lpengendara lmelawan larus lmemiliki lmotivasi lyang lsama lyaitu lingin lcepat lsampai lke ltujuan 

lyang lakan ldituju.8 

Berdasarkan lhal lini lyang ltelah ldisampaikan ldiatas lmaka lpenulis lingin lmenuliskan lke 

ldalam lskripsi ldengan ljudul: l“PELANGGARAN lLALU lLINTAS lDI lWILAYAH lHUKUM 

lKOTA lDEPOK”. 

B. RUMUSAN lMASALAH 

Untuk lmempermudah lpemahaman ldalam lpembahasan lpermasalahan lyang 

lakan lditeliti, lserta luntuk lmencapai ltujuan lpenelitian lyang llebih lmendalam ldan lterarah, 

lmaka lpenulis lmerumuskan lmasalah lsebagai lberikut l: 

1. lApa lalasan lpengemudi lkendaraan lsepeda lmotor lmelakukan lpelanggaran ldi lKota 

lDepok? 

2. lUpaya lapa lyang ltelah ldilakukan loleh lPolres lDepok ldalam lmenanggulangi 

lpelanggaran llalu llintas? 

 
8 lIbid 
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C. TUJUAN lDAN lMANFAAT lPENELITIAN l 

1. Tujuan lPenelitian 

a. Untuk lmengetahui ldan lmemahami alasan pengemudi kendaraan sepeda motor 

melakukan alpelanggaran llalu llintas lyang lsering lterjadi ldi lKota lDepok. 

b. Untuk lmengetahui ldan lmemahami lUpaya lapa lyang ltelah ldilakukan loleh lpihak 

lpolres lDepok ldalam lrangka lmenanggulangi lpelanggaran llalu llintas lagar ltidak 

lselalu lmeningkat lpertahunnya. 

2. Manfaat lPenelitian 

a. Secara lteoritis, lhasil lpenelitian lini ldapat ldijadikan lbahan lkajian llebih llanjut 

luntuk lmelahirkan lkonsep lilmiah lyang ldiharapkan ldapat lmemberikan 

lsumbangan lbagi lperkembangan lIlmu lHukum ldan lKriminologi ldi lIndonesia. 

1) lSebagai lsumbangan lpengetahuan ldi lFakultas lIlmu lHukum l l l l l l 

lUniversitas lNasional l 

2) lDapat ldigunakan lsebagai lbahan lpertimbangan lbagi lpara lpeneliti 

lberikutnya, lkhususnya lyang lmelakukan lpenelitian ldalam lmasalah 

lyang lsama lsehingga lbermanfaat lbagi lperkembangan lilmu 

lpengetahuan. 

b. Secara lAkademis, lhasil lpenelitian lmerupakan lsalah lsatu lpersyaratan lguna 

lmemperoleh lgelar lSarjana lBidang lIlmu lHukum. 

c. Secara lpraktik, lHasil lpenelitian lini ldapat ldigunakan lsebagai lpedoman ldan 

lmasukan lbagi lSatlantas ldalam lmenanggulangi lterjadinya lpelanggaran llalu 

llintas. 
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D. KERANGKA lTEORI lDAN lKERANGKA lKONSEPTUAL 

1. lKerangka lTeori 

  l l l l l lDalam lpenelitian lini lmenggunakan l4 lteori lyakni lPenegakan lhukum, 

lSosiologis/Sosial, lKriminologi ldan lPermisivitas lmenyimpang: 

 

a. lTeori lPenegakan lHukum 

Berdasarkan lpenjelasan ldiatas ldapat lsuatu lkesimpulan lini, lbahwa lmasalah 

lpokok lpenegakan lhukum lsebenarnya lterletak lpada lfaktor-faktor lyang lmungkin 

lmempengaruhinya. lFaktor-faktor ltersebut lmempunyai larti lyang lnetral, 

lsehingga ldampak lpositif latau lnegatifnya lterletak lpada lisi lfaktor-faktor 

ltersebut, ladalah lsebagai lberikut: 

1. lFaktor lhukumnya lsendiri, lyang ldi ldalam ltulisan lini lakan ldibatasi lpada 

lundang-undang lsaja l 

2. lFaktor lpenegak lhukum, lyakni lpihak-pihak lyang lmembentuk lmaupun 

lmenerapkan lhukum 

3. lFaktor lsarana latau lfasilitas lyang lmendukung lpenegakan lhukum l 

4. lFaktor lmasyarakat, lyakni llingkungan ldimana lhukum ltersebut lberlaku latau 

lditerapkan l 

5. lFaktor lkebudayaan, lyakni lsebagai lhasil lkarya, lcipta, ldan lrasa lyang 

ldidasarkan lpada lkarsa lmanusia ldi ldalam lpergaulan lhidup 

Kelima lfaktor ltersebut lsaling lberkaitan ldengan leratnya, loleh lkarena 

lmerupakan lesensi ldari lpenegakan lhukum, ljuga lmerupakan ltolak lukur ldaripada 

lefektivitas lpenegakan lhukum. lDengan ldemikian, lmaka lkelima lfaktor ltersebut 
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lakan ldibahas ldengan lcara lmengetengahkan lcontoh-contoh lyang ldiambil ldari 

lkehidupan lmasyarakat lIndonesia l

9 

 l  b. lTeori lSosiologi/Sosial 

 Sosiologi lKriminil lmenurut lSantoso ladalah lilmu lpengetahuan ltentang 

lkejahatan lsebagai lsuatu lgejala lsosial lmasyarakat. lPersoalan lyang ldijawab ldi 

lbidang lini ladalah lsampai ldi lmana lletak lsebab-sebab lkejahatan ldalam 

lmasyarakat.10 

 Teori lAnomie lRobert lK. lMerton lini lpada lawal lmulanya 

lmendeskripsikan lkorelasi lantara lperilaku ldelinkuen ldengan ltahapan ltertentu 

lpada lstruktur lsosial lakan lmenimbulkan, lmelahirkan, ldan lmenumbuhkan lsuatu 

lkondisi lterhadap lpelanggaran lnorma lmasyarakat lyang lmerupakan lreaksi 

lnormal. lOleh lkarena litu lada ldua lunsur lbentuk lperilaku ldelinkuen lyaitu lunsur 

ldari lstruktur lsosial ldan lunsur ldari lkultural. lKonkretnya lunsur lstruktur lsosial 

lmelahirkan lgoals ldan lunsur lkultural lmelahirkan lmeans. lSecara lsederhana 

lgoals ldiartikan lsebagai ltujuan-tujuan ldan lkepentingan lmembudaya lmeliputi 

lkerangka laspirasi ldasar lmanusia lsedangkan lmeans ldiartikan lsebagai laturan ldan 

lcara lkontrol lyang lmelembaga ldan lditerima lsebagai lsarana lmencapai ltujuan.11 

c. lTeori lPermisivitas lMenyimpang 

 Sikap lpermisif lmenurut lSolihin l lmerupakan l“suatu lsikap ldan 

lpandangan lyang lmemperbolehkan ldan lmengizinkan lsegala-galanya” lSikap 

 
       9 lSoerjono lSoekanto, lFaktor-Faktor lyang lMempengaruhi lPenegakan lHukum, l(Jakarta: lRajawali       
lPers, l2010), lhal.8-9. l 
10 lTopo, Santosol ldan lEva lAchjani lZulfa, lKriminologi. l(Jakarta: lRaja lGrafindo lPersada, l2002), lhal.9 
11 lMulyadi, lLilik. lBunga lRampul lHukum lPidana lPerspektif, lteoritis, ldan lpraktik, l(Bandung: 

lAlumni, l2008), lhal.324 
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lpermisif ltersebut lmerupakan lcerminan lmasyarakat lyang lacuh latau lserba 

lmembolehkan lsegala lhal, ltermasuk lperilaku lyang lmelanggar lnorma-norma 

lkemasyarakatan. lMasyarakat lyang lpermisif lcendrung lbertindak lserba lbebas, 

lberperilaku lseolah ltidak lada ladat, lkebiasaan, lsopan-santun, laturan lserta 

lhukum. lHal ltersebut lmuncul lkarena ladanya lpembiasaan ldari lmasyarakat ldari 

lmasyarakat litu lsendiri, lbiasa lmenerima lpengaruh lmodernitas ldan ltidak 

lmenghiraukan lmoralitas lyang ldianut lsebelumnya.12 l 

 l l l l l l l l l lPerilaku lmelawan larus llalu llintas lmerupakan lsalah lsatu lpeilaku 

lmenyimpang. lKarena ltidak lsesuai ldengan lkebiasaan ldan ltata laturan lyang 

lberlaku. lMenurut lSetiadi ldan lUsman, lyang lmenyatakan lbahwa l“Perilaku 

lmenyimpang ladalah lperilaku ldari lpara lwarga lmasyarakat lyang ldianggap ltidak 

lsesuai ldengan lkebiasaan, ltata laturan latau lnorma lsosial lyang lberlaku.13 

 l l l l l l l l l l lDengan ldemikian lpermisivitas lmenyimpang lmerupakan lsikap ldan 

lperilaku lyang lmembenarnya lsesuatu lhal lyang lsalah, lsehingga lterjadi 

lmelanggar lsemua lnorma ldan lketentuan lyang lada. lDi ldalam lpenelitian lini 

lperilaku lyang lsudah lmenjadi lkebiasaan lbagi lpelanggar llalu llintas ldalam 

lmelawan larus ldengan lberbagai lalasan lyang lmenyertainya. 

d. lTeori lKriminologi 

 l l l l l l l l l l l l l l1.) lTeori lkontrol lsosial, lterutama ldikembangkan ldi lAmerika lSerikat 

ldan luntuk lpertama lkali ldisistematisasi loleh lHirschi, lmendapat lperhatian lyang 

lmeningkat ldalam ltahun l– ltahun lterakhir ldi lBelanda. lSalah lsatu lalasan lpenting 

ldalam lhal lini, lyaitu lkenyataan lbahwa lteori lini ldapat ldi luji lsecara lkonkret 

 
12 lSolihin, lO ldan lIwan lJ. lJangan lJadi lBebek. l(Depok: lGema lIsnani, l2002), lhal.116 
13 lSetiadi, lE.M ldan lUsman lK. lPengantar lSosiologi. l(Jakarta: lKencana lPrenada lMedia lGroup, l2011), 

lhal.187 
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lempiris ldibandingkan lteori l– lteori lkriminologi llain. lAlasan lkedua, lteori lini 

lmeskipun latas ldasar lpenelitian, lselanjutnya ldilengkapi ldengan lpenambahan l– 

lpenambahan lpenting lpada ldasarnya lditunjang loleh lpenelitian lempiris. lItu 

lberarti, lia lmemberi lsumbangan lpenting ltujuannya luntuk lmenjelaskan lperilaku 

ldelinkuen.14 

 l l l l l l l l l l l l lPada lakhirnya, lperhataian lmasa lkini ldan lterutama lakhir l– lakhir lini 

lterdapat ljuga lterjadi lkarena lasosiasi lyang lkeliru ldari lkonsep l“Kontrol lSosial”, 

lyaitu llebih lbanyak lkontrol loleh lpenguasa ldan lpolisi ldalam lpergaulan lhidup. 

lJadi, ldengan lsendirinya llebih ldisukai luntuk lberbicara ltentang lteori likatan 

lsosial latau lintegrasi lsosial lsama lhalnya lseperti lyang ldilakukan lJunger l– lTas 

ldalam lpenelitiannya lsendiri.15 

 l l l l l l l l l l l lSpesifikasi ldari lpengertian lini lakan lmenjelaskan lbahwa lterutama lyang 

ldimaksud ladalah lintegrasi ldidalam latau lterikat ldalam lpergaulan lserta 

lkedisplinan lhidup, ldibandingkan ldengan lkontrol lkonkret, lyaitu lsecara 

llangsung loleh lpergaulan lhidup lserta lterhadap lpribadi lhidup. 

 l l l l l l l l l l l lHubungan lteori ldengan lkasus lini ldiduga lbahwa ladanya lperilaku 

lmelawan larus llalu llintas ldikarenakan lingin lcepat lsampai ltujuan ldan ltidak 

lmenghiraukan lkeselamatan ldiri ldan lorang llain.16 

Pertanyaan lyang lpertama, lyaitu lke lmana lteori lini lakan lmenuju, lyang 

lberarti, lapa lyang lsesungguhnya lhendak ldijelaskan loleh lteori lini, luntuk 

lmendapatkan lsuatu lpenilaian lyang ltepat ldari lteori lini, lpenting luntuk 

lmembatasi lruang llingkup ldan lmemberi lpetunjuk lbahwa ltidak lakan ldiberikan 

 
14 lJ.E. lSahetapy, lPisau lAnalisis lKriminologi, l(Bandung: lPT. lCitra lAditya lBakti, l2005) lhal.39-42 
15 lIbid 
16 lIbid 
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lpenjelasan luntuk l“white lcollar-crime”, lkriminalitas lberat, ldelinkuensi lsusila, 

latau lperbuatan ljahat lprofesional. lYang lakan ldijelaskan ldi lsini, lyaitu lteori 

ldelinkuensi lremaja ldan ldalam lhal lini lmenyangkut ldelinkuensi-rumah, 

ldelinkuensi-kebun, ldan ldelinkuensi-dapur lyang lbiasa, lyang lmerupakan ljumlah 

lterbesar ldari ldelik lremaja: ldelik lharta lbenda ldan ltindak lpidana lagresif. lCatatan 

lkedua lbertalian ldengan lasal lmula lteori lini. lMeskipun lacapkali lHirschi ldicatat 

lsebagai lsemacam lcikal lbakal ldari lteori lini, lperlu ldikemukakan lbahwa lide ldasar 

ltelah ldilontarkan loleh lbanyak lpeneliti lsebelum lHirschi ldalam lberbagai 

lbentuk.17 

a.) lStrain lTheories 

Theory lAnomie ldari lEmile lDurkheim. 

Durkheim lmeyakini ljika lsebuah lmasyarakat lsederhana lberkembang lmenuju 

lsuatu lmasyarakat lyang lmodern ldan lkota, lmaka lkedekatan lyang ldibutuhkan 

luntuk lmelanjutkan lsatu lset lnorma lakam lmerogot, ldi lmana lkelompok-

kelompok lakan lterpisah ldan ldalam lketiadaan lsalam lsatu lset laturan-aturan 

lumum, ltindakan-tindakan ldan lharapan lorang llain ldengan ltidak ldapat 

ldiprediksi lperilaku lsistem ltersebut lsecara lbertahap lakan lruntuh ldan lmasyarakat 

litu ldalam lkondisi lanomi. lDurkheim lmemercayai lbahwa lhasrat lmanusia ladalah 

ltidak lterbatas lsatu. lKarena lalam ltidak lmengatur lbatas-batas lketat luntuk 

lkemampuan lmanusia. 

b.) lCultural lDeviance lTheories 

 
17 lIbid 
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Teori lini ljuga ldisebut ldengan lTeori-teori lPenyimpangan lBudaya. lAda ltiga 

lteori lutama ldari lTeori lPenyimpangan lBudaya, lyaitu: 

Social lDisorganization lTheory 

Teori lini lterfokus lpada lperkembangan ldisintegrasi lnilai lkonfensional lyang 

ldisebabkan lindustrialisasi lyang lcepat, lpeningkatan limigrasi, ldan lurbanisasi. 

lAdapun ltokoh-tokoh lyang lterkenal ldi lsini ladalah: 

W.I. lThomas ldan lFlorian lZnanieck 

Dalam lbuku lmereka lyang lberjudul lThe lPolish lPeasant lin lUeropa land lAmerica 

lmenggambarkan lpengalaman lsulit lyang ldialami lpara lpetani lPolandia lketika 

lmereka lmeninggalkan ldunia llamanya lyaitu lpedesaan luntuk lmenuju lkota 

lindustri ldi ldunia lbaru. 

c.) lSocial lControl l 

Konsep lsocial lcontrol llahir lpada lperadaban ldua lpuluhan, lE.A. lRos lsalah 

lseorang lbapak lSosiolog lAmerika lberpendapat lbahwa lsistem lkeyakinanlah 

lyang lmembimbing lapa lyang ldilakukan loleh lorang-orang ldan lyang lsecara 

luniversal lmengontrol ltingkah llaku, ltidak lpeduli lapapun lbentuk lkeyakinan lyang 

ldipilih. 

2. lKerangka lKonseptual 

a. Pelanggaran 

Berdasarkan lKamus lBesar lBahasa lIndonesia lyang lkemudian ldisingkat 

l(KBBI) lpelanggaran lberasal ldari lkata llanggar lyang lmengandung larti 

lbertubrukan latau lbertumbukan, lkata lmelanggar lartinya lmenubruk, lmenabrak, 

lmenumbuk, lmenyalahi, lmelawan, lmenyerang latau lmelanda. lpelanggaran 
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lartinya lperbuatan lmelanggar, latau ltindak lpidana lyang llebih lringan ldari lpada 

lkejahatan18. l 

 l 

Menurut lProdjodikoro, lpelanggaran ladalah lovertredingen latau 

lpelanggaran lberarti lsuatu lperbuatan lyang lmelanggar lsesuatu ldan lberhubungan 

ldengan lhukum, lberarti ltidak llain ldaripada lperbuatan lmelawan lhukum. 

Dari lbeberapa ldefinisi lpelanggaran ltersebut lmaka ldapat ldisimpulkan 

lbahwa lunsur-unsur lpelanggaran ladalah lsebagai lberikut: 

1) ladanya lperbuatan lyang lbertentangan ldengan lperundang-undangan 

2) lmenimbulkan lakibat lhukum 

Dengan ldemikian ldiri lberbagai lpengertian ldi latas lmaka ldapat ldiambil 

lkesimpulan lbahwa lpelanggaran ladalah lsuatu lperbuatan latau ltindakan lyang 

lbertentangan ldengan lketentuan lperaturan lperundang-undangan.19 

 

b. Lalu lLintas 

Kata l“Lalu lLintas” ldalam lKBBI ladalah lberjalan lbolak-balik, lhilir 

lmudik ldi ljalan lraya, lperihal lperjalanan l(kendaraan ldan lsebagainya). lMenurut 

lPasal l1 langka l2 lUndang-Undang lLalu lLintas ldan lAngkatan lJalan, lyaitu lgerak 

lkendaraan ldan latau lorang ldi lruang llalu llintas ljalan. 

Menurut lAli l“Lalu lLintas ladalah lberjalan, lbolak-balik, lperjalanan ldi 

ljalan”, lRamdhon lNaning ljuga lmenguraikan lpengertian ltentang l“Lalu lLintas 

lyaitu lgerak lpindah lmanusia ldengan latau ltanpa lalat lpenggerak ldari lsatu ltempat 

lke ltempat llainnya” 

 

 
18 lKamus lBesar lBahasa lIndonesia. l(Jakarta: lBalai lPustaka, l2005) 

19 lProdjodikoro, lWirjono. lAsas-Asas lHukum lPidana ldi lIndonesia. l(Bandung: lRefika lAditama, l2003) 
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c. Pelanggaran lLalu lLintas 

Pelanggaran llalu llintas ladalah lpelanggaran latau ltindakan lseseorang 

lyang lbertentangan ldengan lperaturan lperundang-undangan llalu llintas langkutan 

ljalan lyang ldimaksud ldalam lUndang-Undang lNo.22 lTahun l2009 ltentang lLalu 

lLintas ldan lAngkutan lJalan. lPenindakan lpelanggaran llalu llintas ladalah 

ltindakan lhukum lyang lditujukan lkepada lpelanggar lperaturan llalu llintas lyang 

ldilakukan loleh lpetugas lKepolisian lRepublik lIndonesia lsecara ledukatif lmaupun 

lyuridis. 

Pelanggaran lyang ldimaksud ldi latas ladalah lsebagaimana ldiatur ldalam 

lPasal l105 lUndang-Undang lNo.22 lTahun l2009 lyang lberbunyi: l“Setiap lorang 

lyang lmenggunakan lJalan lWajib: 

a. Berperilaku lTertib, ldan/atau 

b. Mencegah lhal-hal lyang ldapat lmerintangi, lmembahayakan lkeamanan ldan 

lkeselamatan llalu llintas ldan langkutan ljalan, latau lyang ldapat lmenimbulkan 

lkerusakan ljalan.” 

Jika lketentuan ltersebut ldilanggar lmaka lakan ldikualifikasikan lsebagai 

lsuatu lpelanggaran. lBerdasarkan lpada lpengertian ltentang lpelanggaran ldan 

lpengertian llalu llintas ldi latas, lmaka ldapat ldiambil lkesimpulan lbahwa lyang 

ldimaksud ldengan lpelanggaran llalu llintas ladalah lperbuatan latau ltindakan lyang 

ldilakukan lseseorang lyang lmengemudikan lkendaraan lumum latau lkendaraan 

lbermotor ljuga lpejalan lkaki lyang lbertentangan ldengan lperaturan lperundang-

undangan llalu llintas lyang lberlaku20. 

 
20 lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan 
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 l l l l l l l l l l l l l l l l ld. l lJenis lPelanggaran lLalu lLintas 

Pelanggaran llalu llintas ladalah lperbuatan latau ltindakan lseseorang lyang 

lbertentangan ldengan lsebuah lperaturan lperundang l– lundangan llalu llintas ldan 

langkutan ljalan lyang ltermaksud ldalam lUndang l– lundang lNomor l22 ltahun l2009 

ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan. 

 l l l l l l l l l l l l  

l l le. lAnak 

Menurut lUndang-undang lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lPeradilan lAnak, 

lAnak ladalah lanak lyang ltelah lberumur l12 l(dua lbelas) ltahun, ltetapi lbelum lberumur 

l18 l(delapan lbelas) ltahun lyang ldiduga lmelakukan ltindak lpidana. 

f. lPeran ldan lFungsi lPolisi lLalu lLintas 

Polisi llalu llintas ladalah lsalah lsatu lunsur lpelaksana lyang lbertugas 

lmenyelenggarakan ltugas lkepolisian lmencakup lpenjagaan, lpengaturan, lpengawalan, 

ldan lpatroli, lpendidikan lmasyarakat ldan lrekayasa llalu llintas, lregistrasi ldan lidentifikasi 

lpengemudi latau lkendaraan lbermotor, lpenyidikan lkecelakaaan llalu llintas ldan 

lpenegakan lhukum llalu llintas lguna lmemelihara lkeamanan, lketertiban, ldan lkelancaran 

llalu llintas. lPelayanan lkepada lmasyarakat ldi lbidang llalu llintas ldilaksanakan ljuga luntuk 

lmeningkatkan lkualitas lhidup lmasyarakat, lkarena ldalam lmasyarakat lmodern llalu llintas 

lmerupakan lfaktor lutama lpendukung lproduktivitasnya 

 l l l l l l l l l l l l l lg. lUpaya lPenanggunglangan 

  Pengertian lupaya lpenanggunglangan lyaitu lsuatu lupaya ldalam 

lmengatasi ldan lmemberi lsolusi loleh lpemerintah latau lpenegak lhukum lterhadap 
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lpelaku lkejahatan lyang lmelakukan lperbuatan lmenyimpang lberupa ltindak lpidana 

lkejahatan lataupun lpelanggaran21 l 

  Pelanggaran llalu llintas ladalah lsuatu lperbuatan latau ltindakan lyang 

ldilakukan lseseorang lyang lmengemudi lkendaraan lumum latau lkendaraan lbermotor 

ljuga lpejalan lkaki lyang lbertentangan ldengan lperaturan lperundang-undangan llalu 

llintas lyang lberlaku22 

  Wilayah lhukum latau lyurisdiksi ladalah lwilayah l/ ldaerah ltempat 

lberlakunya lsebuah lundang-undang lyang lberdasarkan lhukum. lKata lini lberasal ldari 

lbahasa lLatin lius, lIuris lartinya l“hukum” ldan ldicere lartinya l“berbicara”23 

  Kepolisian lSektor lKota l(Polsekta). lKepolisian lSektor ladalah lstruktur 

lkomando lkepolisian lRepublik lIndonesia ldi ltingkat lkecamatan. lKepolisian lsektor ldi 

lperkotaan lbiasanya ldisebut lsebagai l“Kepolisian lsektor lkota”24 

Kota lDepok ladalah lKota lyang lberada ldalam lwilayah ladministrasi lPolres lKota 

lDepok25   l 

E. METODE lPENELITIAN 

Dalam lpenelitian lini, lguna lmenunjang ltercapainya lpenelitian lyang lsecara 

lsistematis ldan lilmiah, lpeneliti lmenggunakan ltata lcara lpelaksanaan lpenelitian lhukum 

ldengan lmengunakan lmetode lpenelitian lhukum lsebagai lberikut: 

 
21 lhttp://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggunglangan.html. lDiakses ltanggal l11 

lNovember l2019 lpukul l11.16 lWIB 
22 lIbid 
23 lIbid 
24http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggunglangan.html. lDiakses ltanggal l11 

lNovember l2019 lpukul l11.16 lWIB 

25https://www.google.com/search?q=pengertian+wilayah+hukum&ic=utf-8&oc=utf-8&client=firefox-b lDiakses 
ltanggal l11 lNovember l2019 lpukul l12.17 lWIB 

http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggunglangan.html
https://www.google.com/search?q=pengertian+wilayah+hukum&ic=utf-8&oc=utf-8&client=firefox-b
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1. lTipe lPenelitian l l l l l l l 

 Penelitian lini lbersifat lempiris ldan lkualitatif, lPenelitian ldengan lmetode 

lkualitatif lmenurut lUsman lyakni lpeneliti lberusaha lmemahami ldan lmenafsirkan lmakna 

lsuatu lperistiwa linteraksi ltingkah llaku lmanusia ldalam lsituasi ltertentu lmenurut 

lperspektif lpeneliti lsendiri26 

 

Dengan ldemikian, lpenelitian lini ldapat ldikatakan lpenelitian ldeskriptif, lkualitatif lyang 

lbertujuan lmengumpulkan ldata lmelalui linforman-informan, lpengamatan, ldan ldata-data 

lyang lkemudian ldisajikan ldalam lbentuk llaporan lpenelitian lsesuai ldengan lkonsep 

lpenelitian lyang lditetapkan. 

 

2. lSumber lBahan lHukum 

Penelitian lini lmenggunakan lmetode lpendekatan lyuridis lempiris latau lpenelitian 

lsosiologis ldengan lmengandalkan ldata llapangan ldalam lmenjawab lpermasalahan lyang 

ltelah ldirumuskan. lBahan lhukum lsekunder ldan lprimer ldikumpulkan ldan llalu ldilakukan 

lanalisis. lPenelitian lini ltergolong lpenelitian lhukum lempiris lyang lbersifat leksploratoris, 

lkarenanya ltidak lbermaksud lmenguji lhipotesa. l 

Teknik lpengumpulan ldata lprimer ldititk lberatkan lpada lpenelitian llapangan, ldengan 

lcara lmengkaji lbahan lhukum lprimer l(peraturan lperundang-undangan) ldan lbahan 

lhukum lsekunder l(sekunder) lyang lrelevan.27 l 

 

3. lTeknik lPengumpulan lBahan lHukum 

 
26 lSetiadi, lE.M ldan lUsman lK. lPengantar lSosiologi. l(Jakarta: lKencana lPrenada lMedia lGroup, l2011) 
27 Dr. Johnny Ibrahim, S.H.,M.Hum. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia 

Publishing: Malang) hal.393-396. 
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Teknik lpengumpulan lbahan lhukum lyang ldilakukan luntuk lmembantu 

lpenelitian lini ldilakukan ldengan lstudi lpustaka lterhadap lbahan-bahan lhukum lyakni 

lbahan lhukum lprimer, lbahan lhukum lsekunder, lselain litu ljuga ldilakukan lwawancara 

luntuk lmendapatkan ldata lprimer dengan beberapa narasumber secara acak atau random 

sampling mewakili masyarakat Kota Depok untuk mengungkapkan keluh kesah mereka 

saat berkendara di jalan dan melihat pengendara lain melanggar lalu lintas sehingga 

Penulis bisa memberi catatan untuk melengkapi alasan para pengendara sepeda motor 

di area Kota Depok dan sekitarnya. lmaupun lbahan lhukum lmelalui lmedia linternet latau 

lwebsite lserta lperpustakaan. 

4. lPengolahan lAnalisis lBahan lHukum 

Bahan lhukum lyang ltelah ldiperoleh ldianalisis lsecara lkualitatif lanalisis ldata 

ldengan lcara lmenguraikan lgambaran ldari ldata lyang ldiperoleh ldan lmenghubungkannya 

lsatu lsama llain luntuk lmendapatkan lsuatu lkejelasan lterhadap lsuatu lkebenaran latau 

lsebaliknya, lsehingga lmemperoleh lgambaran lyang lbaru lataupun lmenguatkan lsuatu 

lgambaran lyang lsudah lada latau lsebaliknya, lJadi lbentuk lanalisis lini ldilakukan 

lmerupakan lpenjelasan, lbukan lberupa langka lstatistik latau lbentuk langka llainnya.28 

 

 l l l l l l l l l l 

F. SISTEMATIKA lPENULISAN 

Agar lpenyusunan lskripsi lini llebih lmudah ldan lmemberikan lgambaran lsecara 

lmenyeluruh ltentang lpokok lbahasan ldan lmetode ldari lskripsi lini, lmaka lpenulis 

lmemberikan lsistematika lpenulisan lterdiri ldari l5 lbab, lsebagai lberikut: 

 

 
28 lIshaq, lMetode lPenelitian lHukum lDan lPenulisan lSkripsi, lTesis, lSerta lDisertasi, 

l(Bandung:Penerbit lAlfabeta, l2017) lhal.126 
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BAB l lI   PENDAHULUAN 

Pada lbab lini ldisampaikan lpenguraian ltentang llatar lbelakang, 

lrumusan lmasalah, ltujuan ldan lmanfaat lpenelitian, lkerangka lteori 

ldan lkonseptual, lmetode lpenelitian ldan lsistematika lpenulisan. 

 

BAB lII l l l l l l l l l l l l l TINJAUAN lUMUM lTENTANG lPELANGGARAN lLALU 

lLINTAS lDAN lUPAYA lPENANGGULANGANNYA 

Pada lbab lini disampaikan lhal-hal lterkait lpelanggaran llalu llintas 

ldan lupaya lpenanggulangan lterhadap lpelanggaran llalu llintas  

 

BAB lIII PELANGGARAN lLALU lLINTAS lYANG lTERJADI lDI 

lWILAYAH lHUKUM lKOTA lDEPOK lDAN lUPAYA 

lPENANGGUNGLANGANNYA 

Pada lbab lini ldisampaikan ljenis l– ljenis lpelanggaran llalu llintas 

lyang lsering lterjadi ldi lWilayah lHukum lKota lDepok ldan lupaya 

lSatlantas ldalam lmenanggulanginya. 
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BAB lIV ANALISIS lHUKUM lTENTANG lPELANGGARAN lLALU 

lLINTAS lYANG lTERJADI lDI lWILAYAH lHUKUM lKOTA 

lDEPOK lDAN lUPAYA lPENANGGULANGANNYA 

Pada lBab lini ldisampaikan lhasil lanalisis ltentang alasan 

lPelanggaran llalu llintas lyang lsering lterjadi ldi lWilayah lHukum 

lKota lDepok, lpenyebab lmasyarakat lDepok ltidak ltaat lpada 

laturan lhukum lberlalu llintas, ldan lupaya lyang ltelah ldilakukan 

loleh lpihak lpolres lDepok ldalam lrangka lmenanggulangi 

lpelanggaran llalu llintas lagar ltidak lselalu lmeningkat 

lpertahunnya. 

 

BAB lV  PENUTUP 

Pada lbab lini  ldisampaikan lkesimpulan lyang lmerupakan 

ljawaban-jawaban ldari lrumusan lpermasalahan ldan lsaran lyang 

ldisesuaikan dengan hasil penelitian. 


